BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG

PEMANFAATAN RIGHT OF WAY DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN FERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang :© 4. bahwa dalam rangka penataan dan pengendalian
Pemanfaatan Right Of Way di Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam agar tertib, teratur dan sesuai
dengan estetika dan dalam rangka meningkatkan potensi
penerimaan negara bukan pajak dari Pemanfaatan ROW di
rawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam tentang Pemanfaatan Right Of Way di Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomeor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor |
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4053}, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomeor 36 Tahun
2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengpgant:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomeor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (entang
Ferbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43335);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
{(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang |[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725;

Peraturan Pemernintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4653),

Peraturan Pemenniah Nomor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomaor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5193);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5196);

Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S468);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 5533);
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Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata PRuang Kawasan Batam, Bintan dan Kanmun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
127):

Kepurtusan Presiden Nomor & Tahun 2016 tentang Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

Peraturan Mentern Pekerjaan Umum Nomaor
20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan
Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2013
tentang Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomar 7}

Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Susunan Urganisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
sebagaimana telah diubah denpan Peraturan Ketua Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
gelabu Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 146 Tahun 2017 tentang
Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam dan Penetapan Serta Pengangkatan Kepala
dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Baltam;

Peraturan Kepala Batam Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5
Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam WNomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kepga Unit Kerja dibawah
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Anggota/Depuu  di  Lingkungan Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

18. Peraturan Kepala  Badan — Pengusahaan — Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 23
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif
Lavanan Perencanaan Pembangunan, Pemanfaatan Aset
dan Pemanfaatan Sarana dan  Prasarana Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
EBebas Batam;

19. Peraturan Kepala  Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Momor 7
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame di kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

20. Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 99/KPTS/XI/2012
tentang Pemanfaatan Buffer Zone Guna Peruntukan

Penghijauan;
MEMUTUSKAN

Menerapkan . PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
TENTANG PEMANFAATAN RIGHT OF WAY DI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |1

Dalam Peraturan ini, vang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

2, Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam,

= Badan adalah Badan Usaha yang meliputi persercan terbatas, persercan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yavasan atau organisasi yvang sejenis, lembaga dana
pensiun, atau bentuk Badan Usaha lainnva.

4, Jalan adalah prasarana transportasi darat vang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan
bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan
tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan
air, kecuali jalan kereta api, jalan lor, dan jalan kabel
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Ruang Manfaat Jalan, yang sclanjutnya disingkar Rumaja, adalah ruang
sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, unggl dan kedalaman tertentu vang
ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam dan digunakan untuk badan
jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannyva

Ruang Milik Jalan, vang selanjutnva disingkat Rumija, adalah ruang
manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang
diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur
lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan
jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggl tertentu.

Ruang Pengawasan Jalan. vang selanjutnva disingkat Ruwasja, adalah
ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh
Badan Pengusahaan Batam agar tidak mangganggu pandangan bebas
pengemudi, konstruksi jalan, dan fungs: jalan,

Right of Way, vang selanjutnya disingkat ROW, adalah bagian-bagian jalan
vang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan
jalan vang tercatatl sebagai asel Badan Pengusahaan Batam.

Pemanfaatan ROW adalah pengegunaan sementara ROW untuk suatu
kegiatan dengan persyaratan tertentu vang harus dipenuhi.

Pola Pemanfaatan ROW adalah Kkonfigurasi pemanfaatan yvang Lercermin
dalam Masterplan ROW Kota Batam sebagai acuan dan arahan dalam
Pemanfaatan ROW

Sewa Pemanfaatan ROW adalah sewa lahan dan nilan strategis atas
pemanfaatan lahan di dalam ROW vang terletak di Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Nilai stratcgis ROW adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah
berdasarkan atas Pemanfaatan ROW pada kelas jalan/zona dan luas ROW,

Izin Pemanfaatan ROW adalah persetujuan dari Badan Pengusahaan Batam
untuk pelaksanaan pemanfaatan ROW dengan persyaratan tertentu yang
harus dipenuhi oleh pemohon,

Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi
listrik, telekomunikasi, informasi. air. minvak, gas dan bahan bakar lainnya,
ganitasi dan sejenisnva.

Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung
utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.

Kompensasi adalah imbalan vang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam
kepada Penerima  lzin Pemanfaatan ROW  yang  membiayai

pembangunan/ renovasi sarana prasarana penunjang kelengkapan kota.
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Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk penataan dan pengendahian Pemanfaatan ROW
di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yvang berlandaskan
asas kemanfaatlan, keselamatan, keteroban gmum, keamanan, Kcagamaarn,
kesopanan, kesehatan, kesusilsan, kepaluhan, kemdahan lingkungan dan
kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:
a. Mewuudkan ketertiban dan keindahan lingkungan dalam Pemanfaatan ROW;

b. Mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak melalui Pemanfaatan ROW,
dan

¢. Menjamin adanya Kepastian hukum dalam Pemanfaatan ROW.

BAE 11
PEMANFAATAN ROW

Pasal 4

Pemanfaatan ROW di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
harus memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan,

Pasal &

(1} Jenis Pemanfaatan ROW meliputi;
a. Pecmanfaatan ROW untuk pencmpatan Reklame;
b. Pemanfaatan ROW untuk Layanan Pertamanan dan Penghijauan, meliputi:
L Taman dan Penghijauan;
2. Showw Koom Bunga; dan

3. Tanaman.
¢. Pemanfaatan ROW untuk penempatan Utilitas, meliputi:

1. Listrik;

Gas;

Telekomunikasi;

Air:

Tiang Single Pole; dan

oW s W N

Minyak.
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d. Pemanfaatan ROW untuk jasa lainnva, melhputi;
1. Parlar,
Open Storage,;

Carwash; dan

P BN

Kios Air,
(2] Luasan Pemanfaatan ROW berbanding lurus dengan besarnya ROW, vaitu
sebagai berikut:
a. Untuk dacrah ROW = 50, luas Permnanfaatan ROW paling besar 500 m?,
b. Untuk daerah ROW > 50, luas Pemanfaatan ROW paling besar adalah
1000 m?.

(3] Pemanfaatan ROW untuk pemanfzatan Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala tersendir:.

(4) Pemaniaatan ROW untuk Open Storage, Parkir dan Carwash sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d hanva diberikan kepada pemilik Penetapan
Lokasi (PL] dibelakangnyva.

BAE Il
IZIN PEMANFAATAN ROW

Bagian Kesartu
lzin Pemanfaatan ROW dan Pemohon lzin

Pasal ©

(1) Setiap Pemanfaatan ROW harus memiliki [zin Pemanfaatan ROW darn Kepala
atau Pejabat yang ditunjuk dan dikenakan Sewa lahan Pemanfaatan ROW,

(2) lzin Pemanfaatan ROW berlaku setelah Pemohon membayvar uang sewa, uang
jaminan pembongkaran dan menandatangani Perjanjian Sewa.

(3] Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan ROW dilakukan setelah lzin
Pemanfaatan ROW sebagaimana dimaksud pada avat (1) berlaku

(4] Ketentuan [zin Pemanfaatan ROW sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk:
a. Pernerintah yang membuat ruang terbuka hijau;

b. Pihak Ketiga yang melakukan peningkatan nilai artstik/estetika pada
ROW jalan berdasarkan persetujuan tertulis dari Badan Pengusahaan
Batam sesual prosedur vang diatur dalam Peraturan ini dan tidak
dikenakan sewa; atau

¢.  Pelebaran jalan untuk kepentingan umum.
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Pasal 7

Pemohon lzin Pemanfaatan ROW sebagaimana dimaksud dalam Pasal & dapat
merupakan perorangan, badan, instansi pemerintah pusal maupun
pemerintah daerah

Untuk memperoleh zin Pemanfaatan ROW, Pemohon sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1) wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

a. Meregistrasikan identitas atau profil perusahaan kepada Badan
Pengusahaan Batam;

b. Mengajukan Permohonan lzin Pemanfaatan ROW secara tertulis kepada
Badan Pengusahaan Batam melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

¢, Melengkapi persvaratan administrasi dan persyaratan teknis sesual
dengan ketentuan; dan

d. Membavar sewa lahan Pemanfaatan ROW

Form Permohonan lzin Pemanfaatan ROW sebagaimana dimaksud dalam ayat
{2) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi dan Teknis

Pasal &
Pemohon Izin Pemanfaatan ROW harus memenuhl persyaratan administrasi
yang paling sedikit melipuu:

a. Pemohon Izin Pemanfaatan ROW vang berbentuk Badan harus
memenuhi persvaratan administras: paling sedikit mehputi:

I. Swrat Permohonan tertulis kepada Badan Pengusahaan Batam
melalul Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Fotokopi KTP Direktur/Pimpinan Badan vang masih berlaku;

3. Apabila pengajuan Izin bukan dari perusahaan vang bersangkutan,
Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf & dilengkapi
dengan Surat Kuasa vang dilampirkan fotokopi KTP; dan

4. surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- dar Badan wvang
menyatakan bahwa akan mengikuti peraturan dan ketentuan dari
Badan Pengusahaan Batam.

b. Pemohon [zin Pemanfaatan ROW perorangan harus memenuhi
persyaratan administras: paling sedikit meliput:

i. Swurat Permchonan tertulis kepada Badan Pengusahaan Batam
melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Fotokopi identitas; dan
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3. Burat Pernyataan bermeteral Rp. 6.000,- dan Perorangan yang
menyatakan bahwa akan mengikuli peraturan dan Ketentuan dari
Badan Pengusahaan Batam.

Pemohon [2in Pemanfaatan ROW untuk Lavanan Pertamanan dan Penghyjauan
harus memenuhi persyaratan teknis berups gambar situasi lapangan (site

plary.
Pemohon lzin Pemanfaatan ROW untuk Utilitas harus memenuhi persyaratan
teknis vang paling sedikait mehiput:
a. Gambar situasi lapangan |site plan],
b. Gambar Shap Drauwing,
Gambar As Build Drawing. dan
d. Persyaratan teknis rencana penempatan Utilitas.

Pemohon lzin Pemanfaatan ROW wuniuk Jasa Lainnya harus memenuhi
persyaratan leknis berupa gambar situasi lapangan (sie plan|.

Gambar situasi lapangan (site plan) sebagaimana dimaksud pada avat (3) dan
ayat (4] diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam dan ditandatangani
paling rendah oleh Pejabat Struktural 111

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Penempatan Utilitas pada ROW

Pasal

Persyaratan teknis rencana penempatan Utilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 avat (3) huruf d terdin dan:
Persyaratan jenis;
b. Persyaratan dimensi;
c. Persyaratan bahan;
d. Persyaratan posisi;
¢. Persyaratan kedalaman (1,2 - 1,5 meter); dan

f. Persyaratan lain yang diperlukan sesual kepentingan utilitas.

Rencana pelaksanaan pekerjaan penempatan utilitas terdiri dari:
a. Rencana galian;
b. Rencana penempatan utilitas;

¢. Rencana penimbunan/penutupan;
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d. Rencana penyelesaian pckerjaan;
€. Jadwal kerja; dan
. HRencana pengaturan lalu lintas.

Rencana pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayart (2] harus
sesual dengan standar, pedoman dan peraturan yvang berlaku.

Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2] wajib dilaporkan kepada
Badan Pengusahaan Batam dan instansi terkail lainnva termasuk Dinas Bina
Marga Kota dan Pelaksana Jalan Nasional.

Untuk utlitas yang akan dipasang pada jembatan yvang akan dibangun,
penempatannya haras sesuai dengan saran perencana jembatan.

Pasal 10

Pemilik Utilitas bertanggung jawalby atas pelaksanaan pekerjaan penempatan
Unlitas pada ROW dan perbaikan bangunan Utilitas, halaman atau pagar

Pekerjaan penempatan Utilitas pada ROW harus memperhatikan lingkungan,
mencegah terjadinya masalah hngkungan dan tdak boleh mengganggu
bangunan Utilitas lain.

Kegiatan penggalian, penempatan bahan galan dan bahan material,
penimbunan, pembongkaran bangunan dan penempatan bangunan Utilitas
serta peralatan yang digunakan harus memperhatikan kepentingan lalu lintas
termasuk pejalan kaki dan penghum rumah/bangunan di sekitarnya serta
tidak mengganggu kelancaran drainase.

Bagian Keempat
Penanjian Sewa Lokasi Pemanfaatan ROW

Pasal 11

Perjanjian Sewa harus ditandatangani oleh Pemohon Izin Pemanfaatan ROW

paling lambat 1 minggu setelah diterimanyva bukt pembayaran Sewa

Pemanfaatan ROW

Perjanjian Sewa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
Dasar perjanjian;

b.  Para pihak yang terkait dalam perjanjian;

¢.  Jenis pemanfaatan, luas lokasi, besaran sewa dan jangka waktu sewa;

d. Ketentuan dan besaran Bank Garansi untuk pembongkaran;

€. Hak dan kewajiban para pihak;

Pembersihan dan pemuliban lokasi sewa sepertl semula;
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g. Ketentuan larangan peralihan lzin oleh Penerima l2in; dan
h. Ketentuan tanggung jawab atas keruman pihak lain yang disebabkan

oleh Pemanfaatan ROW.

Penandatanganan Penanjian Sewa Lokasi Pemanfaatan ROW dilakukan oleh
Kepala atau Pejabat vang ditunjuk.

Format Perjanjian Sewa adalab sebagaumana tercantum dalam Lampiran 3
Peraturan ini.

Pasal 12

Jangka waktu lzin Pemanlaatan ROW dan sewa lokasi Pemanfaatan ROW
paling lama 1 tahun

Janghka waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak
ditandatangaminya Penanjian.

Setelah berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan ROW, terhadap pemanfaatan
kembali lokasi ROW tersebut dapat dilakukan perpanjangan.

Perpanjangan Pemanfaatan ROW sebagaimana dimaksud pada ayat (3],
Penerima lzin harus mengajukan permohonan perpanjangan pemanfaatan
ROW paling lambat | bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan

ROW.

Bagian Kelma
Tarifl Sewa Lokasi Pemanfaatan ROW

Pagal 13

Besaran tarf sewa lokasi Pemanfaatan ROW merupakan Pendapatan Negara
Bukan Pajak Badan Pengusahaan Batam,

Besaran tanf sewa lokasi Pemanfaatan ROW sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14
Pembayaran sewa lokasi Pemanfaatan ROW dilakukan dengan mekanisme
penerbitan [aktur pembayaran sewa lokasi Pemanfaatan ROW oleh unit Kerja
yang mempunyal tugas dan [ungsi di bidang Pemanfaatan ROW.

Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat belum mengikat
sehingea tidak dicatat sebagai piutang,
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{3) Pemohon lzin Pemanfaatan ROW wajib menyvampaikan buktu bayar yang
disahkan oleh bank penerima kepada Badan Pengusahaan Balam c.g. Unit
Kerja vang mempunyat tugas dan fungs: di mdang Pemanfaatan ROW

(4} Pembavaran Faktur sewa lokasi Pemanfazatan ROW dilakukan oleh Pernohon
paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal Faktur diterbitkan,

(2] Faktur yvang telah melampaul tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana
dimaksud pada avat (4] tidak berlaku lapgi dan Pemohon harus mengajukan
permohonan baru.

Bagian Keenam
Standar Cperasional Prosedur lzin Pemanfaatan ROW

Pasal |3

Standar Operasional Prosedur 1zin Pemanfaatan ROW di Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah sebagaimansa tercantum  dalam
Lampiran 4 Peraturan ini

Bagian Kedelapan
Kewajiban Penerima lzin dan Kompensasi

Pasal 16

(1) Izin Pemanfaatan ROW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat
dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

(2] Penerima lzin Pemanfaatan ROW berkewajiban untuk:

a. Menempelkan identitas atau tanda lain pada lokasi vang dibern Izin
sesuai dengan vang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam;

b. Membuat dan memelihara lanskap di sekitar lokas:

¢.  Membongkar dan merapikan lokasi segera setelah berakhirnya [zin atau
setelah I2in dicabut dalam jangka wakmu 3 x 24 jam serta memulihkan
lokasi menjadi baik;

d. Menanggung segala akibat yang disebabkan Pemanfaatan ROW vang
menimbulkan kerugian pada pihak lain; dan

e. Membayar uang jaminan pembongkaran ROW dalam bentuk Bank
Garansi sebelum penandatanganan perjanjian.

Pasal |7

(1) Apabila pada lokasi Pemanfaatan ROW akan dipergunakan oleh Pemerintah
untuk kepentingan umum, maka Penenima lzin Pemanfaatan ROW dapat
mengajukan lokasi penggant.

2} Pengajuan lokasi pengganti sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
sesual ketentuan permohonan [zin Pemanfaatan ROW dalam Peraturan ini
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Lokasi pengeanti scbagaimana dimaksud pada ayat (2] dibertkan sesuas
dengan ketersediaan.

Pa=al 185

Badan Pengusahaan Batam dalam hal-hal tertentu dapat memberikan
kompensasi kepada Penerima [zin Pemanfaatan ROW vang akan berpartisipas
dalam pembangunan/renovasi sarane dan prasarana serta penunjang
kelengkapan kota.

Persyaratan dan tata cara pemberian kompensasi diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Kepala

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 14

Pendapatan sewa lokasi ROW merupakan Pendapatan Negara Bukan Pgjak
Badan Pengusahaan Batarn,

Unit kerja yvang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pemanfaatan ROW
akan membuat dan menyampaikan Laporan Pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
kepada Biro Keuangan Badan Pengusahsan Batam

BAB V
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ROW

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 20
Pengawasan Pemanfaatan ROW dilakukan terhadap kegiatan pra dan pasca
penerbitan  Izin  berdasarkan ketentuan Izin oleh unit kerja vyang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pemanfaatan ROW.

Pengawasan scbagaimana dimaksud pada avat (1), dilakukan secara rutin.

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat
dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi lain.
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Bagian Kedua
sSurat Feringatan

Pasal 21

Surat peringatan diberikan kepada Penernima lzin Pemanfaatan ROW apabila tidak
melaksanakan kewgjiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 16.

Pasal 22
(1} Penerbitan sural peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Surat peringatan | diberikan kepada Penerima I[zin untuk melaksanakan
kewajiban sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku di

Badan Pengusahaan Batam;

b. Apabila dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak penerbitan surat
peringatan 1 Penerima lzin tdak melaksanakan kewajibannya, Badan
Pengusahaan Batam menerbitkan surat peringatan 2, dan

€. Apabila dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak penerbitan surat
peringatan 2 Penerima lzin tidak melaksanakan kewajibannya, Badan
Pengusahaan Batam menerbitkan surat peringatan 3.

(2} Apabila dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak terbitnya surat peringatan 3,
Penerima Izin tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Badan Pengusahaan
Batam dapat melakukan pencabutan lzin Pemanfaatan ROW.

Bagian Ketga
Pencabutan lan Pemanfaatan ROW

Pasal 23
lzin Pemanfaatan ROW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat
dibatalkan /dicabut apabila:
a. Terdapat perubahan kebyjakan ROW Kota Batam;
b. Lokasi Pemanfaatan ROW akan digunakan untuk kepentingan pemerintah;

€. Atas keinginan sendiri Penerima [2in tanpa menuntut pengembalian uang
sewa lokasi yang telah dibayarkan;

d. Pada lokasi terdapat perubahan antara lain ukuran letak, luasan sehingga
tidak sesuai lagl dengan Izin yang telah diterbitkan;

¢. Penerima Izin tidak memelihara lokasi dalam keadaan baik, sehingga dapat
mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakart; dan

f. Penerima Izin tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan
ketentuan yvang berlaku.
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Pasal 24

Penerima lzin Pemanfaatan ROW wvang dicabut [zin Pemanfaatan ROW
dikarenakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan

huruf b, dapat mengajukan lokasi Pemanfaatan ROW di lokasi lain.

Pengajuan Pemanfaatan ROW di lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayal
(1] dilakukan berdasarkan kKetentuan Peraturan ini.

lzin Pemanfaatan ROW untuk pemindahan lokas: scbagaimana dimaksud
pada avat (1) hanya berlaku untuk sisa waktu lzin Pemanfaatan ROW yang
belum digunakan.

Biaya pemindahan lokasi Pemanfaatan ROW sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi beban Penerima [zin.

Bagian Keempat
Pencekalan

Pasal 25
Pencekalan dapat dilakukan atas Penerima lzin yang melakukan hal-hal
sebagai berikut:
a. Memiliki patang kepada Badan Pengusahaan Batam vang belum
diselesaikan;

b. Tidak melaksanakan hak dan kewajiban sesuail Peganjian dan/atau izin-
izin vang diberikan;

Tidak mematuhi ketentuan [zin Pemanfaatan ROW:

d. Telah memperoleh surat teguran paling banvak 3 kali dalam satu ahun.

Masa cekal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 tahun.

Bagian Kelima
Penertiban

Pasal 206
Penertiban ROW dilakukan terhadap setiap lokasi Pemanfaatan ROW dalam
kondisi antara lain sebagai berikut:

a. Tidak memilila lz2in Pemanfaatan ROW atau Izin Pemanfaatan ROW telah
dicabur,

b. Masa berlaku [zin Pemanfaatan ROW telah habis dan tidak diperpanjang:

¢. Jenis pemanfaatan ROW tidak sesuail dengan lzin vang telah diberikan;

atau

d. Pemanfaatan ROW tdak sesua dengan lokasi vang telah ditetapkan

dalam gambar Penetapan Lokasi Pemanfaatan ROW.
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Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penenima [zin
Pemanfaatan ROW wajib membongkar serta memulihkan kembali lokasi atas
beban biava Penenma [zin.

Dalam hal Penerima izin Pemanfagtan ROW vang tidak melaksanakan
pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengusahaan
Batam memiliki wewenang untuk melakukan penertiban dan pembongkaran
dengan biayva pembongkaran dari pencairan jaminan Bank Garansi.

Pelaksanaan penertiban Pemanfaatan ROW scbagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam dan dapat melibatkan Instansi
Pemerintah dan/atau lembaga terkant

Pagal 27
Hasil bongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) selanjutnya
merjadi di bawah penguasaan Badan Pengusahaan Batam dan mekanisme
pernjualan  hasil bongkaran diluksanakan sesual  ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pelaksanaan pengelolaan hasil penertiban dilaksanakan oleh unit kerja
dengan bidang tugas Pemanfaatan ROW Badan Pengusahaan Batam.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pazal 28

Pada saat Peraturan ini berlaku, seluruh peraturan yang mengalur mengenai
Pemanfaatan ROW dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 249

Pada saat Peraturan ini berlaku:

.

Izin Pemanfaatan ROW atau Perjanjian Pemanfaatan ROW yang telah
diterbitkan atau ditandatangani tetap berlaku sampai dengan masa
berlakunya habis.

Terhadap permohonan yang lzin Pemanfaatan ROW belum terbit, permohonan
diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan ini mulai berlaku 7 hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal

REPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

itc,

: LUKITA DINARSYAH TUWO
gesual dengan aslinva
Ty fad-Sekretariat,
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Lampiran | Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 36 Tahun 2017

Tanggal : 29 Desember 2017

FORM PERMOHONAN [ZIN PEMANFAATAN ROW

FERBIOHONAN IZIN PEMAKAIAN LAHAN
ROW JALAN

Lampiran Bk s
Hal ¢ Permolionan isn Pemakaian Lahan FROW Jilan

Repada Yih,
Direktur Pembangunes Prasarona dan Saraoa
BP Batam
di =
Twrn el

Tang berinndn wngan di baswah int

1 MRS ol
2. Nomor KTP

A Alamat Lenghkap

4. Bagdan Usaba Instanss Pemenntah/ Badan Hukuam

5  Nomor Telepon/ Handphone! No Fax

Dengan mi mengajukan Permohonan [zin Pemakinn Lahan BOW Jdolan

0 Lokas
b, BROW i
o. Luas Lokas: . DAL .

i Diirmpralmarbn, wunrsile
Srbagat bahan pertimbangan, bersama ol kaml amekan
1. Boo Clomgy Fowry Tanda Perncludyk T Pt ey migesify eriaky
2 Gambar Denoh Lokasi yang Dimshen
G Fate Copy Swrat lzin Pemakaln Lahan ROW Jaicei Kiss A Lahor Prgrarauan terdahuly pang telah difkelearkcan
BF Batam dan telah halnis masa berfakunpe funtuk perpasiongan @)

Demiloan prrmohonan ins diagukan, atss perbatisnnyn drecaphan enma kash

Pemohion 1zin

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.

LUKITA DINARSYAH TUWO
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Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan

Kawasan Perdaganpgan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

MNomor 36 Tahun 2017
Tanggal | 29 Desember 2017

FORM SURAT PERNYATAAN PEMANFAATAN ROW

EUHAT FERNTATAAN

Kami vang bertands tangan o Bawah ini

1. Hoama

] Mpmor kT

3. Alpmat Lengkap

| 4 Badan Usaha!lnstans: Pemersninh / Badan Huknen . . e

5  Nomaor Tebepon/! Handphane! Mo Fax

Selaku Pemohon lEim Permmekaisn Latan ROW Jalan

i Laokas

b  ROW

¢ Luss Lokas 2 L

d  Dimanifatkan umuk

Denipan ne menyalakan bahwa kKami sangeup meomenubl dion mematell semus Retentwan vang ductapkan cleh BF Bsoam,
nppaibda P Batm akan menggunakEan lahan tecsebul ontuk Bepentingan amum, maks kami bersedin metgem balithan lahsn
tersebut ke BP Batam dengan tdak menuntut gaatl rag

Demitkian permyataan i dibuar untak dipergunakan sebagasans mesunyi

Petmolcd Ein

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
tid

LUKITA DINARSYAH TUWO
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Larmnpiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor 36 Tahun 2017
Tanggal : 29 Desember 2017

FORMAT SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN ROW

= = = Sy === — e I

BURAT PERJANJIAN |
Masiar S As Ly |
1

| |
TENTANG |

FEMAHAIAN LAHAN ROW JALAN UNTUK .......oooiamcnminmnnnn SLAN o cramrmmirmer s s s s smiimi s e b s o 04 i b i 2504

HOTA BATAM
Pt bard ime ... tamggal .. bulan L tabBum . yang berhadapan di hawah ini
i [FIHAK PERTAMA) ¢ Sglaku Crekiur Peimbangunan Prasarane dan Barana Badan

Pengusanaan Kawassn Pecdagangan Bebas dan Pelabuban Bebas
Bapam, berdesarkan  Heputosan Kepals Badan Pengusabsan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuban Bebas Batam
Mo Tabium ..., berkedydukan i Jalan Sudirman Kol
Gedung BIRA Batam Centre - Batam, dalsm hal il bemindak
untsk  dan atas  nama  Hadan  Pengusabaan  Howasan
Perdagangan Beboas dan Pelnbuban Bebax Batam (BF Batami,
welprputnivn dist gt "PIHARK PERTAMA®

{8 |PIHAK EEDUA) Selaky, Pemnakol Lahan ROW .. . Jalsan ... ' IR
Kt Blatam Adpman
i s i f Fisasimiaaing LET Earam,
el uioya disebar "PIHAK KEDU &

Selanjutnye FIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secam  bersamia-sama diselul PARS PIHAR, dengan ind menerangkan hal-al
sebagan beriku

. Bahwa FiHAK FERTAMA adalah pemegang Hok Progelosss Ghan (HPL dd walayab Pulauy Batamy yang dibenkan
wewenang antora luin untuk merencanakan peruntuban dan penggunsan tianah seria Pemakasian Lahan ROW jalon.

2, Hahwe PFIHAK KEDUA adalah |:|=|:||1.|11|:|n Zin Pemakamin btahan  ROW mlan untok oo, o ROW ... Jalam
i b veree-o Kl Bagam

Berdasrkan bhal-hal terse®ut di stos, PARA FIHAR dengan i setuyu antuk melangsongksn &an terikat pads Perjonjian 41 Hak
Pengelolian Lakan (HPL Asset BP Batam, berdamarkan svarat-syarat dan ketentunn sebsgai berikuit

|
|
|
| Pasal |
OBJEK PEREANF AN
'!'-I'i'lgil-t F'l-1-_|-n.|1nn- adnlab ROW _1=llrl.|'| ymng mkan digunakan untuk .. i ROW .. Jalan
. i 3o siean-i, Knta Bartim Hnl-: P'-:rg-r:l-:-Lna.n I'HF‘L] HP Batam seaual gambar
lnﬂmm ter lam p

Pasal =
LUIAS LOKAS
Luas Lokasi yang digunakan unrek ! wilakah seluas ..........m?
"l
JANGHEA WAKTL
F'E1'_|:.'|n;|u1n i berlaky untuk japghs wakiu | |sabs) tekin wechiong seak LE=THTTY 1Y . ¢ eesns BAMpR dETRgER
tanpgal. . ciulan o takin o . dan pemahon wighl nengajukan permobanan p:rpar_]a.n.ﬂ.ln lsatul balan

sebehum mass -ﬁﬂ'ur perjanjian, apsbila :l-:l.al-: mt'lakuJ:..ln peEr g, maks sural gefanjban ml batal dersgan sendirinya.
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Pasal 4
KETENTU AN - KETENTLI AN

Penpelols aclalab mbak vang diberikan ion Pemakman Lahan ROW jalan untuk
2, Laban yang dimakswd adalah lahan vang merupakan BOW jalan diluar dan vang retah berfungs: vang dikelola oleh 57

Batafm
1 Dalam prmakian aban ROW jalan unuk pihak pengelola harus men taan hel-hal sebagal |
beriiut
#,  Dilgrang mendiriean bengunan tinps gam BP Batem
b Dhlarang membuat pembatas masuk kecual paginr pem baras beryps mnaman aoup
£ Dilarang untuk mesgalihEan dan menjual okas Repads pivak Bin
d. Dilarang menumpuk matenal lan selan tums bubh-rumbithan dan ornamen taiman yang diconkan BF Batam
v,  [Dhlarang menebang pobion yang ada disekitar lokas [
£ Jiben mhan dimaksad aban digunakan ook bepeonnigan umiom Pemenntih dan BP Batam  s=pert

* Pelebaran Jalan
* Pelaksanasn saluran ataw Normalisass sairan
* Pembangunan Reklame
#® Py DAfigannai jaringesn wtibias | Telkosa, ATH,PLN. PGN Qi i i)
* Pembuaton mman dan Penghijoann.
Pengolala harus sepera mengosongkan lokas den dipindahban anpga tuntulan apapus kepada BE Bagam.

E Apabila dalam jangka wakin 3 (iga) bulen terhitung sefak terbetnya zin i belum ada kegiatan dy lapangan, maka
|#in pemakaian lahan BOW jalan ind batal dengan scadinnya

h. Direkiorat Pengamanan P Beinm berhak aniuk mengawasi den mengambil tindaksn vegoran den penertiben
apahiia terjadi penyalabgunann s peciangian o

i Kelontuwan-ketenvean pemakaian lahan ROW jelan ov akan diseswmknn apabila HP Batam  meneristloan
Ketentuan-ketentuan pemakaian labap BOW jalan yang baru, walavpun masa berlaku i s belum berakhar

Passl 5
HAK DAN KEWATIRAN PAEA PRHAK

FIHAK FERTAMA :
I. Memberikan lzin  Pemakaian Lahan ROW  @mlan wneek . di BOW el Jalam
. Kotz Batm kepada PIHAK KEDUA

2. Berhak menempatban Rebbome, Udbites, kepenttngen jalan dan lamoys sesuni dengan fzin yang diterbitken BP Batam,

d. Berhak memberbentikan pekeriann, jika tdak sesus dengan pecjanilad inn

i, Berhak membonglonr dan menghypaukan kembali lolens apalnla pengeiodn idak meliksanakan kegiatan sesuni dengan
I8 A jEan il

FIHAK KEDUA
1. Wajth membuar dan memelthar . ey RIWW .. 1 P 1 & I |

Hatam,
2. Wajih memberkan kemudahan dan ndak melkukan tuniuton apapun spaledls lokass tersebut skan degunakan untuk

Eepentngan galan, rekiame, pembanguisan arilicas cids JRInmye Ses 0l Do peningan BF Batgm.

I Wajib membeagkar don memulihlan kembali lokasi kepoda keacaan semula dengan ays Pibak Kedun apabila lokas
tersebul akan digunakan uniuk kepentingan jalan, pembangunan unbicas, Reklame dan lannya sesua denpgan bzin
vang diterbitkan OF Batam tanpa ada tunidtan apapun kepada plhak peoertma @m pembBangunan reklame, utlitas,

jalan, dranass atau BF Hatam,
4. Wajlb menvesuaikion dengan Keteniuan = kepentuan baru vang berlaka di BF Boem teops ads taniutan kopads BF

Fatum

Pasal &
HANKE|

Pelanggaran terhadap perjanpan imi, maka sin Pemaksan  Lshan ROW  jalan  watuk  Pesghijaisn Show  Room
Bunga/Tapamen batel dengan sendirinys dan BP Hatam berhak memberikan min Pemekaian Lahen ROW jalan unbuk
Penghijauan { Show Boom Bungs Tenaman tersebut kepada plhak lnin vang membutuhban

Pasanl 7
PEMBIAY A8N

Sepaln hiaya-biava vang ombol sehubunge dengan pelnksamsn Perjanjues ind merupakan tanpgguang jawals PIHAK REDUA,
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Pasal B
PENUTLP

Demikian sural perjanpan iod dibuot don dissodetangani PARA PIHAK  padn nan, bulan dan shon sebagnimana tersebui i
chatas dalam rengkap 4 (empat] yang mempunval kelopatan bulam veng same. embar pertama bermeteral cublup dipepang
| cleh PIHAK PERTAMA dan lembar kedus bermetecan cubkup dipegang aleh FIHAK KEDUA.

FiHAK PERTAKA

DIREKTUR PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA BP FiHAK REDUA
EATAM PEMGOHON 1ZiN

KEPALA BADAN PEMGUSAHAAN
RAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
trd.

LUKITA DINARSYAH TUWCQ
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Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor - 38 Tahun 2017
Tanggal : 29 Desember 2017
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KEGIATAN 1ZIN PEMAKAIAN LAHAN ROW JALAN UNTUK PENGHIJAUAN/SHOW ROOM BUNGA/TANAMAN DAN ROW JALAN
DAN IZIN PEMAKAIAN LAHAN ROW JALAN LINTUK JASA LAINNYA

 Mutu Baky

Prrmobon mengaguicin surl pesmshonan
permakaan bon ROW Jatan untuk
1 penghimsanishow moom ungatanamm dan Farmmohanan M Menit Dokumen

pemakaan han ROV alan unbuk jasa
Iainrea melali PTSF

No LAl e | PR TakUsie e

Pelugas PTSP menyerahken Derkas
2 permohonan kepeda Tata Usaha Direksorn n_._ nu_.E_-E_ ¥ 5 b Chkymen
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